
LEMBARAN DAERAH KOTA

NOMOR : 5 TAHUN : 2000 SERI

SURAKAI1TA
:D  NOMOR:5

PI]MERINT,AH KOTA SURAKARTA

PERATUILA.N DAERA}I KOTA STTRAKARTA

NOI\{oR : 2 TAI{UN 2O(}O

TENTANG

KEDUDUKANKEUANGANPINIPINANDANANGGOTADEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOT,\ SURAI{.AITTA

ir:]ang : a. bahrva fugas, Wervenang dan Kervajibatt Dervatr Penvakil-

anRakyatDaerahda|arnpe laksanaanPemer in tahanDaerah
saat ini sernakin berat dau sernakin nlentbutuhkan kepekaatt

Po l i t i k t ingg iCepatc ianAkura tda la rnrnen ja la r lkan f t rngs i
Legislasi  Pengawasan Pembangunan dan Penyaluran As-

pi rasi i

b .bahwaRespot iPo l i t i kyangt ingg ipadag i l i rannyamerrun tu t
Dervat iPerrvaki lanRakyatDaerahsebagainranakonsekwen-
siKeduclukanclattKehornratatrsertastatusAnggotaDewan
Perrvaki lan Rakyat Daerah untuk set iap saat tnau datr matn'

pu tnettgatasi  kebutuhan yang dihadapi;
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Mengingat :  l .

')

J .

u ,

bahrva Korupsi,  Kolusi  dan Nepot isme saat ini  telah men-
jadi  rnusulr  k i ta bersatna l tntuk memerangi,  ntettghindari  dar l

menjauhi maka untuk tetap mejaga kervibarvaan dan ke-

hormatan serta kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dae-

rah dalam menjalankan Tugas dan Tanggungiarvabnya rne-

ningkatkan kesejaltteraan ntasyarakat, perlu tersedianya sa-

rana dan prasarana yang rnelnadai;

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1999 Tentang Pernerintahan Daerah, ntaka Ke-

dudukan Keuangan Dervan Perrvakilan Rakyat Daerah Kota

Surakarta yang pelaksanaanl lya diatur dengan Peraturan

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2

Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua. Waki l

Ketua dan Anggota Dervan Perrvaki lan Rakyat Daeral t

Kotanradya Daeralt Tingkat II Surakarta yartg disusurt ber-

dasarkan Undang-Undang Nonor 5 Tahun 1974 tentang Po-

kok-pokok Pernerintahan Daerah perlu ditinjau kernbali;

bahrva sehubungan dengan hal tersebr-rt diatas perlu ditetap-

kan dengan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuang-

an Pimpinan dan Anggota De*'an Perrvakilan Rakyat Dae-

rah Kota Surakarta.

Undang-l .Jndang Nomor I  6 Tahrrn 1950 tentang Penrbentuk-

an Daerah-daerah Kota Besar dalam l ingkungan Propinsi

Jawa Timur, Jatva Tengah, Ja*'a Barat dan Daerah istirne-

wa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 4 Tahtrn 1999 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Penttttsl'atiaratan Rakyat, Dervatt Per-

rvak i lan  Rakyat  dan Deu 'a t r  Penrak i lan  Rakyat  Daerah
( Lenrbaran Negara Nott tor 2 '1 J 'ahtrn 1999. ' I 'anrbaltat t  Lett t -

baran Negara Notnor 381 I  ) ;

Undang-Undang Nontor 22 Talrun 1999 tentang Pemeri tr tah-

an Daeral i  (  Lembaran Negara Notnor 60 Tahun 1999, Tant-

bahan Lembaran Negara Nomor 1839 );

Undang-Undang Notnor 25 Tahun 1999 tentang Perimbang-

an Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

e .
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[ tE i \ IUTUSKAN

lvlenetapkan : PEITATURAN DAERAI'I KO'IA SURAKARI-A TEN1'r\NG
KEDUDUKAN KEUANGAN P IMPINAN DAN ANG-
COTA DEWAN PERWAKILAN I {AKYAT DAERAI I
KOTA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

l'asal I

Dalarn Keputusan ini  yang dirnaksud dcngan :

a Dervan Peru,akilan Rakyat Daeralt sclanjutnya clisebtrt DPRD adalah badan

Legislat i f  Daerair  Kota Surakarta;

b Anggota DPRD adalah Inereka yang diresmikan keanggotaannya sebaga. i
Anggota DPI{D serta telah dianibi l  surnpalr  /  janj i  berdasarkatt  Peraturan
['erundan gan ],'ang berlaku;

,  [ ' inrpinan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yans bersi fat  tetap yang

ter i l i r i  dar i  Ketua, dan Waki l -rvaki l  Ketua;

.  , \ i : r t  Kelengkapan DPRD yang bersi fat  tetap lainnya adalah Komisi-komisi ,

l ;n i t ia Anggaran, Panit ia Musyawarah dan Panit ia Rurnah Tangga;

,  P ; ; : rc r in tah  Daerah ada iah  Kcpa la  Daerah beser ta  Perangkat  Daerah

rrltrir.)r.lr lang lain sebagai badan Eksekutif Daerah Kota Surakarla.

BAR II

P E N { I ] I A Y A A N

Bagian Pertama

Jenis Pembiayaan

Pasal 2

) Dalarn rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban Anggaran
P:-r .lapatan dan Belanja Daeralt disediakan Pernbiayaan sebagai berikut :

:  
' r 'ang 

Representasi ;
:' f lnjartean Kesejahteraan,
:  , .  arrg Pakct:
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d. Pemeliharaan Kesehatan;
e. Uang Kehormatan.

(2) Disamping Pembiayaan tersebut pada a1,at ( l )  Pasal in i ,  sesuai kemampu-
an keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku dapat disediakan pembia-
yaan untuk :

a.  Penunjang Kegiatan;
b. Bantuan Rumalt Tangga;
c .  Operas iona lKomis i .

Pasal 3

(1) Uang Representasi  adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Ang-
gota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Anggota Badan

Legislat i f  Daerah;

(2) Besarnya Uang Representasi  untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah
sebesar Rp. 850.000,00 /  Bulan /  Orang.

I'asal 1

( l )  Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan vang diberikan untuk me- c
ningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;

(2) Besarnya tunjangan kesejahteraan untuk ketua sebesar Rp. 300.000,00 I  -
Bulan / Orang;

(3) Besarnya tunjangan kesejahteraan untuk Wakil Ketua sebesar Rp. 250.000,

0 0 / B u i a n / O r a r r g ;

( ;1) Besarnya tunjangan kesejahteraan untuk Anqsota sebesar Rp. 200.000,00 /

Bulan /  Orang.

Pasal 5

( l )  Uang Paket  ada lah  uang yang d iber ikan  kepada P i t t tp inan dan Anggota
DPRD guna menunjang aktifitas kerja;

(2) Besarnya Uang Paket untuk Pimpinan dan Anugota DPRD adalah sebesar

Rp. 500.000,00 /  Bulan /  Orang.

a a
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Pasal 6

( l )  Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan Tunjangan Ke-

sehatan;

(2) Pernberian Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

*  terdir i  dar i  :

a. Biaya Penreliharaan Kesehatan setiap bulan;

b. Biaya General Check Up satu kali setiap Taltun Anggaran;
: c. Penggantian Biaya Rawat Inap dan atau biaya pengganti pengobatan.

(3) Besarnya Tunjangan Keseliatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini :

a.  Biaya Tunjangan Kesehatan untuk Pimpitratr  dan Anggota sebesar l tp

150.000,00 /  Bulan /  Orang:
b. Biaya GeneralCheck Up sesuai standar Laborator iuln Medis;

c. Biay'a penggantian Rarvat Inap dan atau biaya pengobatan untuk Pint-

pinan dan Anggota beseda keluarganya sesuai bukt i -bukt i  yang sah.

Pasal 7

(1) Tunjangart  Kehorntatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpit tan

dan Anggota DPRD karena Jabatannya;

(2) Pirnpinan dan Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Waki l

Ketua dan Anggota diberikan Tunjangan Keltortnatan;

(3) Besarnya Uang kehorrnatat l  untuk Ketua sebesar Rp. 650.000,00 /  Bulan /

Orang,

r-1) Besarn;-a Uang Kehornalan untuk WakiI  Ketua sebesar Rp. 600.000.00 /

Bulan /  Orang,

t5 )  Besarrrr 'a [Jang Kehornratan Lrntuk Anggota sebcsar Rp. 550.000,00 /  [ l t r -

lan /  Orang.

Bagian Kedua

Biaya Pentlidikan

I'asal 8

( I  )  Biar a Pcndidikan adalah biaya yang penggunaanrtya untuk nteningkatkatt

K!-nranrpLlan Suntber Daya Matt t ts ia (SDN{) Pinrpinan dan Anggota DI ' I {D:
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(2) Besarr:5:a Dana Pcndidikan pengatui-anni,a cl i tetapkan dengari  Keputusari
Pirnpirrarr  DPITD atas l )errdapat clar i  panit ia l {urnah 1'angga;

Bagian Ketiga

lliaya Pakaian Dinas

Pasal 9

Kcpada Pimpinan dan Anggota DPI{D dapat disediakan pakaian Dinas bcr ikut '

atr ibutnya benrpa :

a. PSH ( Pakaian Sipi l  l - lar ian )  I  (  Satu )  kal i  setahun:
b .  PSR (  Paka ian  S ip i lResmi )  I  (  Sa tu  )  ka l i se ta l run ;
c.  PDH ( Pakaian Dinas Harian )  I  (  satu )  kal i  setahun:
d. Baju Bat ik I  (  Satu )  kal i  setahun,
c. Pakaian Olah Raga I  (  satu )  kal i  setahun"

Bagian Keemplt

I3e lanja Pe r jalanan Dinas

Pasal 10

( l)  Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanarr dinas
diberikan biaya Perjalanan Dinas;

(2) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas di tetapkan dengan Keputusan pirnpirran
DPRD setelah mendapat Pert imbangan dari  panit ia RLrnrah Tangga.

BAB III

P INCELOI ,AAN KEUANGAN

Pasa l  11

I 'engelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangau DpRD di laksanakan olelr
Sckretar is DPRD dengan berpedoman kepada peraturan per-Undang-undarrg-
an yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Scgaia akibat keuangan yang clitctapkan dalarrr Pcraturan Daerair irri rlcniacli bcbarr
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-\r,.:glran Penclapatan dan Belarrja Daerah Kota Sttrakarta'

Pasal 13

): : : l r t  sesLlatu yang belLrrn ci intur dalam Peratt t rat t  Daerah ini  akan diattrr  lebih

.: : r : i r i  c lcngan Keputusan Pinpinan DPRD atas pert imbangan Panit ia Rutnalt

T:r :r : :  l t .

Pasal 14

l:r.an nerlakunya Peraturan Daerah ini maka Peratttran Daerali Nornor 2 Ta-

. , i : t  lc;97 tentang Kecjudukan Keuangan KetLta, Waki l  Ketua dan Anggota

-t i , l {D Koramadya Daerah Tingkat I i  Surakarla dinyatakan t idak berlakLr lagi .

Pas:rl 15

j ' r - : r l r i f rn Daerah ini  mulai  ber laku pada tanggal diundangkan'

. rS...i Se 11lt3 orang dapat rnengetirltuinya, tnemerintahkan pengundangan Peratur-

an Dlerah ini dengan penempatannya dalarl Lembaran Daerah Kota Surakarla'

Ditetapkan di Surakana
Pacla tanggal l3 Apri l  2000

WAI-IKOTA SURAKARTA

Cap. Ttd.

SLAMET SURYANTO

Diundangkan da lan  Len lbaran Daerah Kota

SurakartaNomor 5 Tatrggal l7 April 
' l-ahrrn 2000

Seri  l )  No. 5.

SEKRETARIS DAERAI-I KOTA SURAKARTA

Cup. Ttd.

Drs. SOEI'ARI\{AN R.

Pembina Utarna Muda
NIP :  500 040 992
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